ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PELAYAN PUBLIK
DALAM MENINGKATKAN PEMENUHAN PUBLIC GOODS DI
WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

Disusun oleh:

Fajar Alfatkurohman Wahid
2266041002

PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori
2.1. Pengertian Pelayanan Publik

Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan
segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya
setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa
pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela,
2010:3).Sementara itu, istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti
umum, masyarakat, negara.

Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi
Publik yang berarti umum, orang banyak, ramaiBeberapa pakar yang memberikan
pengertian mengenai pelayanan publik diantaranya adalah Agung kurniawan (2005:6),
mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani)
keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu
sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditetapkan.Ratminto (2005)
mendefinisikan bahwa Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefenisikan
sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa
publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dandilaksanakan oleh instansi
pemerintah di pusat, didaerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Milik Daerah, dalam rangkaupaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun
dalam rangkapelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Sinambela Pelayanan adalah setiap kegiatan yang dilakukan
oleh pemerintah disetiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau
kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk
secara fisik. Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63 Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah
segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
kebutuhan peraturan perundangundangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik
dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 tahun 2003
diuraikan bahwa Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan
Kerja/ satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non
Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi
Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara,
Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara palayanan publik. Sedangkan
pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan
badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah.



Dari beberapa pengertian pelayanan publik yang diuraikan tersebut, dalam konteks
pemerintah daerah, pelayanan publik dapat disimpulkan sebagai pemberian layanan
atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atauorganisasi lain yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara
yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima
pelayanan.

2.2 Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik
yaitu penyelenggara Negara/ pemerintah, penyelenggara perekonomian dan
pembangunan, lembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah, badanusaha/badan
hukum yang diberi wewenang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan
publik, badan usaha/badan hukum yang bekerjasama dan/ atau dikontrak untuk
melaksanakan sebagaian tugas dan fungsi pelayanan publik dan masyarakat umum atau
swasta yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pelayanan public yang tidak
mampu ditangani/dikelola oleh pemerintah/pemerintah daerah. Terdapat 3 unsur
penting dalam pelayanan publik, yaitu

1.0rganisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah,

2.Penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasiyang

berkepentingan,
3.Kepuasan yang diberikan dan/atauditerima oleh penerima layanan (pelanggan).

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam menjalankan monopoli pelayanan publik,
sebagai regulator/pembuat peraturan (rule government/peraturan pemerintah) harus
mengubah pola pikir dan kerjanya dan disesuaikan dengan tujuan pemberianotonomi
daerah, yaitu memberikan dan meningkatkan pelayanan yang memuaskan masyarakat
Untuk terwujudnya good governance, dalam menjalankan pelayanan publik,
pemerintah daerah juga harus memberikan kesempatan luas kepada warga dan
masyarakat, untuk mendapatkan akses pelayanan publik, berdasarkan prinsip-prinsip
kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan keadilan.

2.3 Standar Pelayanan Publik

Setiap Penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan,sebagai
jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam pelaksanaan tugas danfungsinya dan
bagi penerima pelayanan dalam proses pengajuan permohonannya. Standar pelayanan
merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai
pedoman yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan
menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalamproses pengajuan permohonan, serta
sebagai alat kontrol masyarakat dan/atau penerima layanan atas kinerja penyelenggara
pelayanan. Oleh karena itu perludisusun dan ditetapkan standar pelayanan sesuai
dengan sifat, jenis dan karakteristik.

pelayanan yang diselenggarakan serta memperhatikan lingkungan. Dalam proses
perumusan dan penyusunannya melibatkan masyarakat dan/ atau stakeholder lainnya
(termasuk aparat birokrasi) untuk mendapatkan saran dan masukan dan membangun



kepedulian dan komitmen Dalam Sinambela (2010, hal : 6), secara teoritis tujuan
pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. Untuk mencapai
kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

1. Transparan
Pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihakyang
membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

2. Akuntabilitas
Pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Kondisional
Pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan
penerimapelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.

4. Parstisipatif
Pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan
masyarakat.

5. Kesamaan Hak Pelayanan
yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek apapun khususnya suku,
ras, agama, golongan, status sosial dan lain-lain. Keseimbangan Hak Dan
Kewajiban Pelayanan yang mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi
dan penerima pelayanan publik.

Di Indonesia sendiri di tetapkan Standar Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri
PAN Nomor :63/KEP/M.PAN/7/2003, yang sekurang-kurangnya meliputi:

a) Prosedur pelayanan

b) Waktu Penyelesaian

c) Biaya Pelayanan

d) Produk Pelayanan

e) Sarana dan Prasaranan

f) Kompetensi petugas pelayanan

2.4 Jenis-Jenis Pelayanan Publik

Munculnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan
kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang
dilakukan ada beberapa macam Menurut Hardiyansyah (2011:23) jenis pelayanan umum
atau publik yang diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok, yaitu :

a. Pelayanan administrative
Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk
dokumen yang diperlukan oleh publik, misalnya : Pembuatan Kartu Tanda
Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku
KepemilikanKendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan
(STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.

b. Pelayanan Barang



c. Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis
barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya : jaringan telepon, penyediaan
tenaga listrik, penyediaan air bersih

d. Pelayanan Jasa
Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang
dibutuhkan publik, misalnya : Pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan
kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, sanitasi lingkungan,
persampahan, penggulangan bencana, pelayanan social.

2.5 Unsur-unsur Pelayanan Publik

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai jasa pelayanan yang mempunyai unsur-
unsur didalamnya. Unsur-unsur proses pelayanan publik diperlukan agar dapat
mendukung pelayanan yang diinginkan. Atep Adya Bharata (2003:11) mengemukakan
pendapatnya terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik, yaitu
Penyedia layanan, yaitu pihak yang dapat memberikan suatu layanan tertentu kepada
konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang
(goods) atau jasa-jasa (services). Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai
konsumen (customer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia
layanan,Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada
pihak yang membutuhkan layanan,Kepuasan Pelanggan, dalam memberikan layanan
penyedia layanan harus mengacu pada tujuan utama pelayanan, yaitu kepuasan
pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para
pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang atau jasa
yang mereka nikmati.

2.6 faktor faktor yang mempengaruhi

Pelayanan yang baik pada akhirnya akan mampu memberikan kepuasan kepada
masyarakat. Pelayanan yang optimal pada akhirnya juga akan mampu meningkatkan
image organisasi sehingga citra organisasi di mata masyarakat terus meningkat. Adanya
citra organisasi yang baik, maka segala yang dilakukan oleh organisasi akan dianggap
baik pula. Menurut Kasmir (2006:3), faktor yang mempengaruhi pelayanan adalah
Faktor utama yang mempengaruhi pelayanan adalah sumber daya manusia. Artinya
peranan manusia (karyawan) yang melayani masyarakat merupakan faktor utama karena
hanya dengan manusialah pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dan terbuka.

B. Penelitian Terdahulu
Ada beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian peneliti yaitu:
1. Afif Amrulloh Suganda (2013) dengan judul “Kualitas Pelayanan Publik D1
Kantor Pos Kabupaten Klaten” dengan menggunakan jenis penelitian
deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan
pemahaman secara mendalam tentang kualitas pelayanan publik di Kantor Pos



Kabupaten Klaten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
meminta pelayanan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa
pelayanan publik di Kantor Pos Klaten memiliki kualitas yang baik. Dimana
dari lima dimensi kualitas pelayanan yang digunakan untuk melihat dan
memahami kualitas pelayanan pada Kantor Pos Klaten yaitu pada dimensi
Tangibel, Reability, Responsiviness, Assurance, dan Emphaty.

2. Dodik Agung (2004) dengan berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap
Kepuasan Nasabah Kredit Perorangan dan Kelompok Studi Kasus pada BPR
Bank Pasar Kabupaten Karangunyar” menggunakan dimensi-dimensi kualitas
pelayanan yang dikembangkan oleh Parasuramanet. Al, (1998) yang
menyatakan variabel bebas reliability, responsiveness, emphaty, assurance,
tangible secara individual maupun secara bersama-sama berpengaruh secara
signifikan terhadap kepuasan nasabh menbuktikan bahwa variabel
responsiveness merupakan bariabel bebas yang paling dominan pengaruhnya.

3. Bagus Tri Leksono (2009) yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas
Pelayanan Kepuasan Nasabah Pengguna Kartu BPD Card Bank Jateng cabang
Utama Semarang”, penelitian ini mengukur kualitas pelayanan yang
diproyeksikan dalam 5 komponen, vyaitu: sikap pelanggan, tanggapan,
penyedia jasa dalam menanggapi keluhan pelanggan, jasa pembayaran,
fasilitas tambahan, dan ketepatan waktu pelayanan.

4. Andi Supriadi (2012) dengan judul “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di
Kantor Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang” dengan jenis penelitian
deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang kualitas
pelayanan di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Serang yang dinilai masih
kurang memuaskan, karena kesenjangan antara harapan masyarakat sebagai
pengguna layanan dan nilai yang diterima masyarakat terhadap pelayanan
tersebut tidak seimbang. Serta perlu adanya peningkatan kinerja dari aparat
pelayan publik agar lebih maksimal.

5. Dwi Purwanti pada tahun 2008 dengan berjudul Penelitian “ Pelaksanaan
Pelayanan Publik di Puskesmas Depok II Yogyakarta”. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara garis besar pelaksanaan pelayanan publik sesuai
dengan prinsip yang ditetapkan MENPAN No. 23 Tahun 2003 diantaranya
meliputi produser pelayanan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi produk
pelayanan, keamanan, tanggungjawab, sarana prasarana pelayanan,
kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan petugas pemberi
layanan, namun masih ada beberapa permasalahan yakni kurangnya petugas
pelayanan di beberapa unit yang ,menyebabkan petugas merangkap pekerjaan
yang tidak sesuai dengan bidangnya.

C. Kerangka Teoritik
Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam
kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan
publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan



ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam
pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Namun pada kenyataannya pelayanan saat ini masih
kurang dari yang diharapkan. Masih banyak beberapa masalah yang terkait kualitas pelayanan.

Berbagai masalah yang terjadi di instansi pemerintah penyedia layanan publik tepatnya di
Kantor wilayah bandar lampung semakin membuat masyarakat kurang percaya terhadap
kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas
pelayanan publik yang dilakukan Kantor wilayah Bandar Lampung , perlu dilakukan analisis
secara mendalam dengan pengukuran kualitas layanan yang mencakup keandalan pegawai,
kondisi fisik dan bukti langsung dengan sumber daya yang memadai, daya tanggap jaminan
pelayanan. Berdasarkan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori yang
mengemukakan bahwa indikator pengukuran kualitas pelayanan meliputi keandalan
(reliability) dengan pelayanan yang tepat dan benar, kenampakan fisik dan bukti langsung
(tangible) dengan SDM dan sumber daya lainnya yang memadabhi, daya tanggap (responsivines)
dengan melayani secara tepat, jaminan (assurance) dengan etika moraal dalam pelayanan, serta
empati (empathy) dengan mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Faktor yang
mempengaruhi pelayanan, yaitu kesadaran aparat, faktor organisasi/lembaga, keterampilan
pegawai. Maka dari proses pengukuran Kkualitas pelayanan tersebut dapat dilihat kinerja
pegawai dalam pelaksanaan pelayanan publik di kantor wilayah Bandar Lampung.

Kerangka Konsep Penelitian

kualitas Pelayanan (X):

1. Tangible (berwujud)

2. Reability (Kehandalan) Pemenuhan Public Goods (
3. Responsivines ) Barang Publik ) bagi Masyarakat
(respon/ketanggapan) Kota Bandar lampung

4. Assurance (Jaminan)

5. Emphaty (Empati)
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